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ABSTRAK 

Pengungsi merupakan sekelompok orang yang pergi dengan 

keadaan terpaksa dari negaranya dan mencari perlindungan internasional ke 

negara lain dikarenakan adanya penyiksaan, konflik, kekerasan secara 

umum ataupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di 

negara asal mereka. Perpindahan tersebut berdampak kepada negara-negara 

tetangga dari negara yang sedang berkonflik termasuk juga negara Eropa. 

Pada tahun 2015, terjadi krisis pengungsi yang menimpa Eropa dan 

menyebabkan Eropa kewalahan dalam menangani arus lonjakan pengungsi 

yang umumnya berasal dari Timur Tengah seperti Suriah, Irak dan 

Afganistan. Salah satu cara Eropa menangani lonjakan yang terjadi yaitu 

dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah Turki. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan dalam the 

EU- Turkey Statement melanggar prinsip non-refoulement sebagaimana 

yang diatur dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951? 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis normative terhadap the Statement. Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa Turki belum dapat disebut sebagai negara ketiga yang aman bagi para 

pengungsi sehingga menyebabkan penerapan prinsip non-refoulement 

menjadi terancam dikarenakan berdasarkan data lapangan memperlihatkan 

bahwa Turki beberapa kali mengembalikan pengungsi ke negara asalnya. 

Oleh karena itu, ketentuan dan implementasi dari the Statement masih 

menjadi perdebatan dalam memberikan perlindungan internasional bagi 

pengungsi. 

 
Kata Kunci : Pengungsi, Hukum Pengungsi Internasional, Non-

Refoulement, Safe Third Countries, The EU-Turkey Statement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada akhir tahun 2015, tercatat sebanyak 65.3 juta orang secara terpaksa 

harus pergi dari negara asalnya guna mendapatkan perlindungan dari masyarakat 

internasional, seperti negara atau organisasi internasional, atas keamanan dirinya. 

Jumlah tersebut lebih tinggi dari jumlah pada tahun 2014 yaitu sebanyak 59.5 juta 

orang dan ini merupakan jumlah tertinggi setelah Perang Dunia II.1 Perpindahan 

pada umumnya disebabkan karena adanya penyiksaan, konflik, kekerasan secara 

umum ataupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara asal 

mereka. Namun faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah orang yang 

membutuhkan perlindungan internasional karena adanya perang di Suriah yang 

telah terjadi sejak tahun 2010. Tidak hanya itu, perang di wilayah Timur Tengah 

seperti di Burundi, Irak, Libia, Niger, and Nigeria serta perang lama atau krisis yang 

belum terselesaikan di Afganistan, Afrika, Congo, Sudan Selatan, and Yamen turut 

menjadi faktor pendukung terjadinya perpindahan massal tersebut.2  

Perpindahan secara massal tentu berdampak kepada negara-negara tetangga 

dari negara yang sedang berkonflik dan salah satu negara yang terkena adalah 

negara Eropa. Pada dasarnya, persoalan tentang pengungsi bukan merupakan hal 

baru bagi Eropa. Sejak tahun 1992, ketika kasus The Fall of Berlin Wall terjadi, 

Eropa telah menampung sebanyak 679.000 orang yang mendaftarkan diri sebagai 

pencari suaka3. Melonjaknya arus pengungsi kembali dialami Eropa pada tahun 

2002 yaitu sebanyak 463.000 orang mencari suaka di Eropa ketika konflik perang 

terjadi di Kosovo.4 Namun, apa yang terjadi pada tahun 2015 merupakan puncak 

lonjakan arus pengungsi tertinggi di Eropa dengan jumlah sebanyak 1.3 juta orang 

yang mengajukan permohonan suaka ke Eropa, Swiss dan Norwegia. 

 
1 UNHCR, Global Trends : Forced Displacement In 2015, UNHCR Global Trends 2015, hlm.2 
2 Ibid., hlm. 6 
3 Paw Research Center, Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015,  

https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-

1-3-million-in-2015/, diakses pada tanggal 3 Desember 2021 7 
4 Ibid 

https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/
https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/
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 Lonjakan arus pengungsi yang masuk ke Eropa membuat Eropa kewalahan 

sehingga untuk mengontrol lonjakan tersebut telah dikeluarkan berbagai kebijakan, 

baik kebijakan internal maupun bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Turki. 

Hubungan antara Eropa dan Turki telah berlangsung sejak lama dan untuk 

menangani arus migrasi, kedua pihak telah melangsungkan kerjasama sebanyak 3 

kali. Kerjasama pertama dilangsungkan pada tanggal 29 November 2015 dan 

menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan the Joint Action Plan.5 Kerjasama 

kedua dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 2016 yang pertemuan dilakukan oleh 

Kepala Negara dan/atau Pemerintah Eropa dengan Turki untuk memperkuat 

kerjasama mereka terkait migrasi dan krisis pengungsi. Pada pertemuan tersebut 

dipimpin oleh Donald Tusk, selaku Presiden European Council dan Ahmet 

Davutoğlu yang merepresentasikan Turki.6  

 Kerjasama ketiga dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016 guna menangani 

lonjakan irregular migrants yang masuk ke wilayah Eropa khususnya ke negara 

Yunani melalui Turki dan perjalanan dilakukan melalui darat maupun laut. Pada 

pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk “end the irregular migration from 

Turkey to the EU”.7 Komitmen tersebut kemudian tertuang dalam Press Release 

144/16 dan dikenal dengan istilah “The EU-Turkey Statement”. Bentuk dari 

kesepakatan tersebut hanya sebagai political agreement. Tujuan utamanya adalah 

mengontrol jumlah pengungsi yang masuk dan untuk menghapuskan segala bentuk 

penyelundupan pengungsi dan memberikan kepada mereka suatu alternatif aman 

ketika mencari suaka. Kerjasama keduanya merupakan “temporary and 

extraordinary measure” necessary “to end the human suffering and restore public 

order”.8  

 
5 European Council, Press Release “Meeting of heads of state or government with Turkey - EU-

Turkey statement, 29/11/2015”,https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/, No. 6, diakses pada tanggal 12 Desember 2021 
6 European Council and Council of the European Union, Meeting of the EU heads of state or 

government with Turkey, 7 March 2016 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-

summit/2016/03/07/#:~:text=On%207%20March%202016%2C%20EU,Minister%20Ahmet%20D

avuto%C4%9Flu%20represented%20Turkey, diakses pada tanggal 1 Juni 2022 
7 European Council, Press release “EU-Turkey statement, 18 March 2016” [EU-Turkey Statement], 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ diakses 

pada tanggal 12 Desember 2021 
8 Ibid. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/07/#:~:text=On%207%20March%202016%2C%20EU,Minister%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu%20represented%20Turkey
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/07/#:~:text=On%207%20March%202016%2C%20EU,Minister%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu%20represented%20Turkey
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/07/#:~:text=On%207%20March%202016%2C%20EU,Minister%20Ahmet%20Davuto%C4%9Flu%20represented%20Turkey
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Secara singkat, the EU-Turkey Statement mengatur terhadap semua 

irregular migrants9 yang masuk Yunani melalui Turki akan dikembalikan ke Turki 

sejak tanggal 20 Maret 2016. Eropa sepakat untuk melakukan resettle atau 

menerima kembali para pengungsi Suriah yang berada di Turki ke Eropa. Hal 

tersebut dikenal dengan istilah ‘1:1 scheme’. Turki juga memiliki komitmen untuk 

“take any necessary measures to prevent new sea or land routes for illegal 

migration opening from Turkey to the EU”. Sebagai imbalannya, Uni Eropa akan 

mempercepat the Visa Liberalisation Process kepada Turki dan menjanjikan 

bantuan finansial bagi para pengungsi di Turki.10 Pelaksanaan dari the EU-Turkey 

Statement harus didasarkan pada hukum internasional terutama terhadap the 1951 

Convention Relating to the Status Of Refugee dan the 1967 Protocol Relating to the 

Status of Refugee dan Hukum Uni Eropa, dengan menghormati prinsip non-

refoulement yang merupakan prinsip fundamental dan bersifat non-derogable. 

Prinsip tersebut mengatur bahwa tidak seorang pun untuk diusir atau dikembalikan 

secara terpaksa (“refouler”) ke negara yang mana hidup mereka berpotensi 

terhadap resiko bahaya11.  

Untuk menjalankan ketentuan dalam the EU-Turkey Statement maka Turki 

harus menjadi negara ketiga aman berdasarkan prinsip dari ‘Safe Third Country’ 

atau ‘First Country of Asylum. Istilah ini tidak asing dalam hukum pengungsi Uni 

Eropa yaitu diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 38 the Asylum Procedures Directive 

yang menentukan berbagai syarat agar suatu negara dapat dikategorikan negara 

aman ketiga bagi pengungsi.12 Oleh karena itu pada tanggal 22 September 2017, 

the Council of State menyatakan secara tegas bahwa Turkey merupakan negara 

ketiga aman bagi pengungsi”.13 Tetapi permasalahan muncul ketika ada laporan 

 
9 Migration that takes place outside the regulatory norms of the transit, sending and receiving 

country 
10 Ibid. 
11 Pasal 33 Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi 
12 Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common 

procedures for granting and withdrawing international protection (2013) OJ L 180/60 [Asylum 

Procedures Directive] 
13 European Database of Asylum law, Greece: Council of State on Turkey as a safe third country 

and aspects of the Greek asylum procedure, https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/greece-

council-state-turkey-safe-third-country-and-aspects-greek-asylum-procedure, diakses pada tanggal 

12 Desember 2021 

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/greece-council-state-turkey-safe-third-country-and-aspects-greek-asylum-procedure
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/greece-council-state-turkey-safe-third-country-and-aspects-greek-asylum-procedure


 15 

yang menyatakan bahwa pengungsi yang berada di Turki berisiko atas pelanggaran 

hak asasi manusia dan adanya pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement.14  

Dasar dari persoalan diatas, melihat bahwa negara Eropa, khususnya 

Yunani, dan Turki telah membuat suatu political arrangement yaitu the EU-Turkey 

Statement. Ketentuan dalam kerjasama tersebut merujuk kepada ketentuan dalam 

hukum internasional serta hukum Eropa, dan harus menghormati prinsip non-

refoulement. Namun berdasarkan laporan yang diterbitkan, terlihat adanya 

pelanggaran dalam implementasi dari kerjasama tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalahnya yakni :  

Apakah ketentuan dalam the EU-Turkey Statement melanggar prinsip non-

refoulement sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari proposal hukum ini yakni: 

1. Untuk mengkritik kerjasama antara Eropa dan Turki dalam penanganan krisis 

pengungsi yang terjadi pada tahun 2015. Ini penting untuk diteliti karena 

kerjasama tersebut tidak berupa perjanjian internasional sebagaimana yang 

diatur dalam Konvensi Vienna tahun 1969 tetapi implementasinya dapat 

mempengaruhi pengungsi yang ingin masuk ke Eropa, terutama melalui negara 

Yunani, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dapat memberikan 

perlindungan dan menjaga hak asasi manusia dari pengungsi agar tidak 

terlanggar. Tidak hanya itu, penerapan konsep Safe Third Countries terhadap 

Turki masih dipertanyakan sehingga menyebabkan implementasi dari prinsip 

non-refoulement tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kerjasama antara Eropa dan 

Turki dapat terjadi dan bagaimana perkembangan kerjasama tersebut hingga 

 
14 Henna Halldén, The EU-Turkey Statement – Undermining The EU Rule of Law?,( Master’s Thesis 

in EU law & International Human Rights Law, Sweden , 2018), hlm.2 See for example Amnesty 

International, Public Statement EUR 44/7157/2017, “Refugees at heightened risk of refoulement 

under Turkey’s state of emergency”, (22 September 2017), 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/7157/2017/en/ 
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sekarang, serta melihat apakah impelementasi dari kerjasama antara Eropa dan 

Turki melanggar Konvensi Pengungsi Internasional. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang pengungsi. Tidak hanya 

itu, penelitian ini dapat bermanfaat, bahan masukan, saran dan kajian bagi 

perkembangan keilmuan dalam hukum internasional terutama terutama 

mengenai prinsip non-refoulement berdasarkan Konvensi Pengungsi Tahun 

1951 dan Protokol Pengungsi Tahun 1967 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

tertarik dalam memperdalam pengetahuan tentang perlindungan pengungsi.    

1.5 Metode Penelitian 

Terhadap suatu permasalahan hukum sering kali dilakukan penelitian 

hukum terhadapnya. Menurut Soetyando Wignyosoebroto, yang dimaksud dengan 

penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban 

yang benar dan/atau tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan. Untuk 

menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, 

berketelandalan, dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang 

ada15. 

Dalam melakukan penelitian hukum tentu akan menggunakan berbagai 

metode penelitian. Ada berbagai jenis metode penelitian hukum yaitu metode 

penelitian yuridis normatis, yursidis historis, yuridis sosiologis serta metode 

penelitian inter dan multidisipliner. Dalam penelitian ini akan menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif yang merupakan kekhasan dari ilmu hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah 

“penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data 

sekunder) dan juga merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, 

 
15 Soetandyo Wignyosoebroto, Sebuah Pengantar ke arah Pembincangan tentang Pembinaan 

Penelitian Hukum dalam PJP II,Makalah,disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun 

Pembinaan.  
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prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. Dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum 

kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang 

terutama meneliti data primer)”.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian 

kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi, dan hasil penelitian.16 Dalam penelitian yuridis normatif hanya akan 

memperoleh sumber data secara sekunder saja, yaitu data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 

perundangundangan.17 Data sekunder tersebut terdiri dari:  

• Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi 

peraturan perundang-undangan yang terkait dalam objek penelitian. Bahan 

hukum primer yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (The 1951 Convention 

Relating Status Of Refugee). 

2. Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (The 1967 Protocol Relating 

Status Of Refugee). 

3. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Pengaturan Perjanjian Internasional 

(The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969) 

4. Dublin Regulation dan Directive 2013/32/EU of the European Parliament 

and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and 

withdrawing international protection. 

5. Hukum Eropa dan Turki terkait Pengungsi. 

 
16 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,  

2019), hlm.107  
17 Ibid., hlm.106  
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• Bahan Hukum Sekunder, yakni buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah terkait 

objek penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder memiliki fungsi 

untuk memberikan penjelasan lebih dalam terhadap bahan hukum primer.  

• Bahan Hukum Tersier, yakni petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum 

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, 

majalah, surat kabat, dan sebagainya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Bagian ini menjelaskan sistem penulisan secara utuh yang akan dibuat sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN menjelaskan tentang Latar Belakang Penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan 

Sistem Penulisan.  

 

BAB II KRISIS PENGUNGSI YANG MENIMPA EROPA menjelaskan 

bagaimana krisis pengungsi bisa terjadi di Eropa, bagaimana arus pengungsi dari 

negara berkonflik, dan bagaimana upaya dari Uni Eropa beserta negara 

anggotanya dalam menangani krisis pengungsi. 

 

BAB III THE EU-TURKEY STATEMENT menjelaskan tentang kesepakatan 

antara Eropa dan Turki yang tercantum dalam the EU-Turkey Statement dan 

bagaimana implementasi dari kesepakatan tersebut 

 

BAB IV PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM 

IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGUNGSI BERDSARKAN THE 

EU-TURKEY STATEMENT menjelaskan tentang konsep negara ketiga yang 

aman serta mengaplikasikan konsep tersebut kepada Turki dan bagaimana Turki 

memberikan perlindungan terhadap pengungsi dari prinsip non-refoulement. 

 

BAB V KESIMPULAN menjelaskan tentang kesimpulan dari uraian hasil 

kesimpulan yang menjawab pertanyaan sebagaimana yang tertera dalam rumusan 

masalah. 
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